BAB V

SIMPULAN DAN SARAN
5.1 SIMPULAN

Berdasarkan uraian yang sudah di paparkan di atas, maka penulis memiliki

kesimpulan yaitu :

1. Pada hasil Putusan Mahkamah Agung Nomor 2854 K/PDT/2009 adalah
yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim Agung pada Putusan
Mahkamah Agung Nomor 2854 K/PDT/2009 adalah Bahwa sesudah
putusan Nomor : 140/Pdt/ 2009/PT.Smg diberitahukan kepada para
Tergugat atau para Pembanding pada tanggal 1 Juli 2009 kemudian
terhadapnya oleh para Tergugat atau para Pembanding dengan perantaraan
kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 7 Februari 2009, oleh
para Tergugat atau para Pembanding, diajukan permohonan kasasi secara
lisan pada tanggal 16 Juli 2009. Pengadilan Tinggi Semarang tidak melihat
ketentuan pada Undang-undang nomor 3 tahun 2006 bahwa sengketa
waris bagi orang muslim menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama
berdasarkan asas personalitas ke-Islaman , maka tidak berlaku hak opsi
terhadap ahli waris dalam sengketa waris bagi pewaris yang beragama
Islam, dengan demikian secara yuridis formil Pengadilan Negeri tidak
berwenang mengadili perkara waris bagi pewaris yang beragama Islam.
Akan tetapi dalam sengketa tersebut Pemohon Kasasi yaitu, 1bu Sriyatun,
Sarno, Mulyati binti Sarno, Turini binti Sarno, dan Kasan tersebut tidak
tepat karena berdasarkan ketentuan Hukum Waris Islam, Perdata Barat
maupun hukum adat, yang seharusnya berhak dalam menerima hak waris
yang utamanya tidak terdapat surat yang menyatakan mengenai siapa
yang berhak mewarisi harta atau pusaka yang menjadi objek sengketa,
adalah Ibu Sumini Binti Ngali yang merupakan anak kandung dari suami
isteri bernama Pak Ngali almarhum dan Ibu Warsinah almarhum, serta
bapak Kasan yang merupakan suami dari almarhum Ibu Gendek (Saudari
Ibu Sumini Binti Ngali dan anak dari Pak Ngali almarhum dan Ibu

Warsinah almarhum). Mengenai hak waris Ibu Sumini binti Ngali dari ibu
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gendek yang merupakan saudara kandungnya, hal ini didasari penulis
dengan adanya ketentuan pada Pasal 174 ayat satu mengenai kelompok
ahli waris berdasarkan hubungan darah. Selain itu penulis juga mengacu
pada ketentuan pada Pasal 181 Kompilasi Hukum Islam mengenai
pembagian waris untuk saudara laki-laki dan atau saudara perempuan
yang masih se-ibu. Sedangkan ketentuan hak waris Bapak Kasan, didasari
penulis berdasarkan ketentuan pada Pasal 179 Kompilasi Hukum Islam
mengenai hak waris bagi duda yang ditinggalkan (meninggal) oleh
pewaris tanpa anak. Selain itu menurut penulis pengugat Sriyatun Cs telah
melanggar ketentuan pada Pasal 195 Kompilasi Hukum Islam ayat 2 yang
menyatakan bahwa, “wasiat hanya diperbolehkan sebanyak-banyaknya
sepertiga dari harta warisan kecuali ahli waris menyetujui.” Dimana
Sriyatun Cs menguasai lebih dari sepertiga dari keseluruhan harta warisan
yang ditinggalkan ibu gendek. Selain itu berdasarkan ketentuan pada Pasal
195 ayat 3, Sriyatun Cs juga tidak memenuhi syarat dimana kalaupun ada
pernyataan wasiat yang diberikan oleh Alm. lbu Gendekk, maka
pernyataan tersebut harus disetujui oleh semua ahli waris dimana Ibu
Sumini binti Ngali yang merupakan saudari kandung Ibu Gendek Alm.
Termasuk salah satu ahli waris yang menyatakan setuju atau tidaknya
mengenai ketentuan pernyataan wasiat yang dinyatakan oleh Ibu Gendek.
Pada hasil Putusan Mahkamah Agung Nomor 1799 K/PDT/2011 adalah
yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim Agung pada Putusan
Mahkamah Agung Nomor 1799 K/PDT/2011 adalah Bahwa sesudah
putusan Nomor : 8/Pdt/ 2011/PT.MTR diberitahukan kepada para
Tergugat atau para Pembanding pada tanggal 28 Maret 2011 kemudian
terhadapnya, oleh para Tergugat atau para Pembanding, diajukan
permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 5 April 2011, Pada Putusan
Mahkamah Agung Nomor 1799 K/PDT/2011 yang berperkara disini
semua beragama islam, sama seperti putusan 2854 K/PDT/2009, akan
tetapi menurut hemat penulis disini menyelesaikan sengketa waris tanah
yang berbeda karena dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 1799
K/PDT/2011 bukan mengenai pembagian waris tetapi mengenai hak tanah
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dari ahli waris (Termohon Kasasi) yang tanahnya di kuasai orang lain dan
kemudian orang lain ini mengakui tanah tersebut adalah miliknya. Maka
dari itu penyelesaian sengketa ini di daftarkanya di Pengadilan Negeri
Bukan Pengadilan Agama karena ini bukan sengketa mengenai
pembagian warisan. Dalam pasal 49 dan 52 undang-undang nomor 3
tahun 2006 tentang perubahan atas undang-undang nomor 7 tahun 1989
tentang peradilan agama yaitu, Pengadilan Agama bertugas dan
berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di
tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam, dibidang:
perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infag, shodagoh dan
ekonomi Syariah. Lalu dalam permasalahan waris, sengketa yang diterima
oleh pengadilan agama yaitu sengketa penentuan orang-orang yang
menjadi ahli waris, sengketa penentuan harta peninggalan, sengketa
penentuan bagian masing-masing ahli waris dan sengketa pelaksanaan
pembagian harta peninggalan. Lalu mengenai putusan Mahkamah Agung
ini sudah tepat karena Lalu Suhardi (Pemohon Kasasi), mengatakan tanah
ini di dapatkan dari orang tuanya yaitu Mamiqg Suandi, yang menurut
Pemohon Kasasi bahwa orang tuanya membeli tanah tersebut kepada
saudara kandung Termohon Kasasi yaitu Lalu Moh Saleh yang telah
meninggal (Putung). Akan tetapi Majelis Hakim tidak dapat menerima
alasan dari pemohon kasasi, karena bahwa Termohon Kasasi dapat
membuktikan bahwa objek sengketa adalah miliknya berasal dari ayah
penggugat yaitu Lalu Darwan sedangkan Pemohon Kasasi tidak dapat
membuktikan penguasaan tanah sengketa berdasarkan jual-beli saksi
Sumardi pun yaitu staf kepala desa dusun durian menerangkan tidak

pernah menjadi saksi jual beli tersebut.

5.2 SARAN

Berdasarkan kesimpulan di atas maka penulis membuat saran bagi solusi

permasalahan pada karya tulis ini sebagai berikut :
1. Berdasarkan kesimpulan diatas penulis membuat saran pada perkara

Putusan Mahkamah Agung Nomor 2854 K/PDT/2009 semua pihak
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beragama Islam, oleh karenanya penulis menganalisa hasil putusan
Mahkamah Agung Nomor 2854 K/PDT/2009, berdasarkan ketentuan
Hukum Islam. Dalam hal ini, penulis merujuk pada ketidak adaannya surat
wasiat yang menunjukkan siapa ahli waris yang sebenarnya. Sehingga
menurut hemat penulis berdasarkan Hukum Islam, pewarisan hanya bisa
didapatkan atau dilaksanakan oleh ahli waris yaitu melalui aturan sistem
kekeluargaan atau kekerabatan yang ada, yang dalam sengketa ini menurut
penulis yang berhak menerima adalah Bapak Kasan suami dari almarhum
Ibu Gendek (Saudari Ibu Sumini Binti Ngali dan anak dari Pak Ngali
almarhum dan Ibu Warsinah almarhum) dan Ibu Sumini Binti Ngali yang
merupakan anak kandung dari suami isteri bernama Pak Ngali almarhum
dan Ibu Warsinah almarhum. Menurut hemat penulis Majelis Hakim
Agung seharusnya menggunakan sistem pewarisan dalam Hukum Waris
Islam dalam menerapkan dan menetapkan hasil putusan yang
memenangkan pihak para Pemohon Kasasi yaitu, Ibu Sriyatun, Sarno,
Mulyati binti Sarno, Turini binti Sarno, dan Kasan tersebut. Karena
berdasarkan ketentuan Hukum Waris Islam, Perdata Barat maupun hukum
adat, yang seharusnya berhak dalam menerima hak waris yang utamanya
tidak terdapat surat yang menyatakan mengenai siapa yang berhak
mewarisi harta atau pusaka yang menjadi objek sengketa, adalah Ibu
Sumini Binti Ngali yang merupakan anak kandung dari suami isteri
bernama Pak Ngali almarhum dan Ibu Warsinah almarhum, serta bapak
Kasan yang merupakan suami dari almarhum Ibu Gendek (Saudari Ibu
Sumini Binti Ngali dan anak dari Pak Ngali almarhum dan Ibu Warsinah
almarhum).

Lalu mengenai putusan Mahkamah Agung nomor 1799 K/PDT/2011 ini
menurut penulis sudah sangat tepat dimana yang mengadili sengketa ini
sudah tepat yaitu Pengadilan Negeri bukan Pengadilan Agama karena
dalam sengketa ini bukan mengenai pembagian harta waris akan tetapi
mengenai hak tanah dari ahli waris (Termohon Kasasi) yang tanahnya di
kuasai orang lain dan kemudian orang lain ini mengakui tanah tersebut

adalah miliknya. Dan mengenai putusanya pun Majelis Hakim sudah tepat
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karena Termohon Kasasi dapat membuktikan bahwa objek sengketa
adalah miliknya berasal dari ayah penggugat yaitu Lalu Darwan
sedangkan Pemohon Kasasi tidak dapat membuktikan penguasaan tanah
sengketa berdasarkan jual-beli saksi Sumardi pun yaitu staf kepala desa

dusun durian menerangkan tidak pernah menjadi saksi jual beli tersebut.
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